Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa untuk mewujudkan tata Kelola
pemerintahan yang baik diperlukan pedoman
tata naskah dinas untuk menciptakan arsip
pelaksanaan tugas pemerintahan yang autentik,
terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat

dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi,
dan efektivitas administrasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata
naskah dinas di lingkungan pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2010
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah
Daerah  sudah  tidak  sesuai  sehingga

perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024
tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah
Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 7056);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA
NASKAH DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,
susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentivikasi.

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah
aplikasi pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem
pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar
dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/
atau Pemerintah Daerah.

Fonta Nyk Ngayogyan.ttf adalah fonta aksara jawa
dengan cakrik atau langgam yang diambil dari gaya
aksara Jawa cetak pada buku Gericke, J.F.C tahun 1847
yang merupakan fonta aksara jawa versi unicode dan
disediakan juga versi ANSI/ASCII.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kulon Progo.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
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11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana teknis dinas atau badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

13. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.

14. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

16. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
JENIS, BENTUK, DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus

Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan

Pasal 3
Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan
b. Naskah Dinas penetapan; dan
c. Naskah Dinas penugasan

Pasal 4
Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a terdiri atas:
a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan Bupati; dan
c. Peraturan DPRD.

Pasal 5
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b terdiri atas:
Keputusan Bupati;
Keputusan DPRD;
Keputusan Pimpinan DPRD;
Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
Keputusan Sekretaris Daerah;
Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
Keputusan Kepala Unit Kerja
Keputusan Panewu; dan
Keputusan Lurah.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6

Format Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Format Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf i tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c terdiri atas:
a. surat perintah;
b. surat tugas; dan
c. surat perjalanan dinas.
Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam
rangka pelaksanaan perjalanan dinas:
pejabat negara;
aparatur sipil negara;
pegawai tidak tetap; dan
pihak lain.

oo

Pasal 8

Format Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.
b.

korespondensi internal; dan
korespondensi eksternal.

Pasal 10

(1) Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
a. nota dinas;

b. memo; dan

c. disposisi.
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(2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat
atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan
kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.

(3) Memo sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b
berisi informasi kedinasan yang bersifat sebagai berikut:

a. mengingatkan suatu masalah;

b. menyampaikan arahan/peringatan; atau
c. saran/pendapat,

yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.

(4) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan
kepada bawahan mengenai tindak Ianjut/ tanggapan
terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 11
Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.

Pasal 12
Format Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal 13

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, terdiri atas:

instruksi;

surat edaran;

surat kuasa,;

berita acara;

surat keterangan;

surat pengantar;

pengumuman;

laporan;

telaahan staf;

notula;

surat undangan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;
. surat panggilan;

surat izin;

daftar hadir;

lembaran daerah;

berita daerah;

rekomendasi;

radiogram;

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;

sertifikat;

piagam; dan
. surat perjanjian.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Pasal 14
Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
berisi perintah atau arahan Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b berisi mengenai:
a. pemberitahuan;
b. penjelasan; dan/atau
c. petunjuk,
cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting
dan mendesak.
Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan
atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu
dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada
waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para
pihak.
Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk
kepentingan kedinasan/tertentu.
Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf f{ Dberisi informasi yang digunakan untuk
menyampaikan barang atau naskah.
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari
pejabat yang berwenang.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h
berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau
kejadian tertentu.
Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran
secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang
perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j
merupalan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di
lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak
eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan.
Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf I berisi pernyataan dari
pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah
melaksanakan tugas.
Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang
kepada pegawai untuk menghadap.
Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufn
berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang
dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(15) Daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf o berisi rekapitulasi kehadiran peserta dalam suatu
kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

(16) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk
mengundangkan Peraturan Daerah.

(17) Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf q berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk
mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.

(18) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13
huruf r merupakan Naskah Dinas berisi keterangan atau
catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal
yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan
kedinasan.

(19) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf s merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim
melalui radio Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang
berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui
telekomunikasi elektronik.

(20) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf t merupakan Naskah
Dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang
telah lulus/mengikuti pendidikan/pelatihan tertentu.

(21) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf u
merupakan Naskah Dinas sebagai berisi keterangan tanda
bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan
tertentu.

(22) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf v
merupakan Naskah Dinas berisi keterangan penghargaan
atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang
telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga
dari pejabat berwenang.

(23) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf w berisi kesepakatan bersama tentang objek yang
mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang
disepakati bersama.

Pasal 15
Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf v tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Format surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf w sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17
Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.



Pasal 18
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dicetak
menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah.

Pasal 19
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menggunakan:
a. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis; atau
b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 20
Unsur pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 terdiri atas:

a. kop;
b. penomoran;
c. penggunaan kertas;
d. penggunaan tinta;
e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf serta kata
penyambung;
f. penentuan batas atau ruang tepi;
g. nomor halaman;
h. tembusan;
i. lampiran;
j- paraf, tanda tangan, dan stempel,;
k. amplop dan map; dan
1. Naskah Dinas bahasa asing.
Bagian Kedua
Kop
Pasal 21
(1) Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri

atas:
a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
(2) Kop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan
Fonta Nyk_Ngayogyan.ttf.

Pasal 22
(1) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a digunakan untuk Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh Bupati.
(2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digunakan oleh:
a. penjabat Bupati;
b. penjabat sementara Bupati;
c. pelaksana tugas Bupati; dan
d. pelaksana harian Bupati.

Pasal 23
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau
pejabat yang berwenang.



Pasal 24
Format kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penomoran

Pasal 25

(1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penomoran Naskah Dinas surat edaran dan Naskah Dinas
instruksi menggunakan angka arab dengan memuat unsur
nomor dan tahun terbit.

(3) Penomoran Naskah Dinas penugasan dan Naskah Dinas
korespondensi internal menggunakan angka arab dengan
memuat unsur:

a. kode klasifikasi;
b. nomor; dan
c. tahun terbit.

(4) Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal
menggunakan angka arab dengan memuat unsur:
a. kategori klasifikasi keamanan;

b. kode klasifikasi;
c. nomor; dan
d. tahun terbit.

(5) Penomoran Naskah Dinas khusus selain surat edaran
dan instruksi menggunakan angka arab dengan memuat
unsur:

a. kode klasifikasi;
b. nomor; dan
c. tahun terbit.

(6) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) diurutkan untuk setiap jenis Naskah Dinas
setiap 1 (satu) tahun.

(7) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Umum Bidang
Kearsipan Dinamis.

(8) Dalam hal terjadi kegagalan sistem Aplikasi Umum Bidang
Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
penomoran Naskah Dinas dilakukan dengan cara manual.

Bagian Keempat
Penggunaan Kertas

Pasal 26
Penggunaan kertas dalam penyusunan Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 27
Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah
Dinas khusus selain lembaran Daerah dan Berita Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kertas jenis Houturij Schrijfpapier (HVS);
b. ukuran A4; dan
c. gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m?2.
Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam
pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan
dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta

Pasal 28

Penggunaan tinta dalam penyusunan Naskah Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d sebagai

berikut:

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna
hitam;

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan
paraf berwarna biru tua;

c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas
berwarna ungu; dan

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas
bersifat rahasia berwarna merah.

Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan

tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur.

Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata
Penyambung

Pasal 29

Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah
Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek
keserasian dan estetika.

Pasal 30
Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah
Dinas penetapan yaitu Bookman Old Style dengan ukuran
12 (dua belas).
Jenis huruf pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial
dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 31
Kata penyambung merupakan kata yang digunakan
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman
berikutnya.
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Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditulis pada:

a. akhir setiap halaman;

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman
dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik;
dan

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik

tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 32
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf f pada kertas bertujuan untuk
keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah
Dinas.
Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan
Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. ruang tepi atas:
1. jika menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi
dibawah kop; dan
2. jika tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua)
cm dari tepi atas kertas.
b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima)
cm dari tepi bawah kertas;
c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri
kertas; dan
d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi
kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasal 33
Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab.
Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas
khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara
simetris dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum
dan sesudah nomor.
Halaman pertama Naskah Dinas tidak menggunakan
nomor halaman.
Jika Naskah Dinas mempunyai Lampiran, maka nomor
halaman Lampiran merupakan nomor lanjutan dari
halaman sebelumnya.
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Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 34

(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h
disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak
yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
Naskah Dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang
diatasnamakan.

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan—Pimpinan
Tinggi atas nama Bupati, disampaikan kepada Bupati dan
Sekretaris Daerah.

(4) Naskah Dinas yang ditandatangani oleh jabatan Pimpinan
Tinggi atas nama Bupati yang tidak memerlukan tembusan
berupa:

a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
b. sertifikat; dan
c. piagam.

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah
Dinas;

b. diikuti tanda baca titik dua (:);

c. jika tembusan lebih dari satu, diberi penomoran
dengan angka arab;

d. tidak diberi garis bawah; dan

e. tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip,
atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 35

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i
ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang
menandatangani Naskah Dinas.

(2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman
berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1).

Bagian Kesebelas
Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Paragraf 1
Umum

Pasal 36
Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf j merupakan bentuk pengabsahan
Naskah Dinas.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Paragraf 2
Paraf

Pasal 37
Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan
tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. paraf hierarki; dan

b. paraf koordinasi.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah
pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum
ditandatangani.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang
akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak
memerlukan paraf.

Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk
catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum
dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa
surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 38
Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang
jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
Pembubuhan paraf hierarki sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga
orang pejabat secara berjenjang yaitu pada Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh:
Bupati;
Wakil Bupati;
Sekretaris Daerah;
Asisten Sekretaris Daerah;
Sekretaris DPRD;
Kepala Perangkat Daerah;
Kepala Badan;
Inspektur; dan
i. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.,
Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus
ditempatkan pada lembar terakhir.

500 R0 o

Pasal 39

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi
tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada setiap unit
kerja yang berbentuk matriks.

Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit
kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait
sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada
lembar terakhir.
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Paragraf 3
Tanda Tangan

Pasal 40

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 berfungsi sebagai alat
autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan
serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan
informasi.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. tanda tangan basah; atau
b. Tanda Tangan Elektronik.

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang
berwenang.

Pasal 41
(1) Tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayal (2) huruf a digunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam kertas.
(2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2) huruf b digunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam elektronik.

Pasal 42

(1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak
menggunakan gelar.

(2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan
Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali Naskah
Dinas jenis:

a. piagam;
b. sertifikat; dan
c. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

(3) Penulisan nama penanda tangan menggunakan gelar,
nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan bagi pejabat
selain:

Bupati;

penjabat Bupati;

penjabat sementara Bupati;

pelaksana tugas Bupati; dan

pelaksana harian Bupati

Wakil Bupati;

Sekretaris Daerah.

penjabat Sekretaris Daerah; dan

pelaksana harian Sekretaris Daerah.

PR 0 0 TP

Pasal 43
Pemberian Tanda Tangan Elektronik sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b pada Naskah Dinas berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan
dan bentuk kode quick response yang disertai nama pejabat
penandatangan dan nama jabatan;
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b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik
didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus
dicetak;

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis,
media daring atau media luring; dan

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Paragraf 4
Stempel

Pasal 44
(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media
rekam kertas.
(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik.

Pasal 45
Stempel terdiri atas:
a. stempel jabatan Bupati;
b. stempel Perangkat Daerah;
c. stempel UPT Daerah dan/atau badan layanan umum
Daerah; dan
d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 46
Format stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Amplop dan Map

Paragraf 1
Amplop

Pasal 47

(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:

a. Amplop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas
berbentuk persegi panjang.

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian
Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan
Pemerintah Daerah.

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas
warna putih.

(5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas
warna coklat.



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 48
Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat
pengirim dan alamat tujuan.
Alamat pengirim amplop Naskah Dinas jabatan Bupati
memuat:
a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama
jabatan;
b. alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan
nama provinsi;

c. nomor telepon;
d. faksimile;

e. pos-el;

f. Iaman; dan

g. kode pos,

di bagian tengah atas.

Alamat pengirim amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah
memuat:

a. logo Daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah;
b. nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;

c. alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan
nama provinsi;

d. nomor telepon;
e. faksimile;

f. pos-el;

g. laman; dan

h. kode pos,

di bagian tengah atas.

Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat
Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah
dan tulisan nama Perangkat Daerah yaitu 3 : 4 (tiga
banding empat) dengan menggunakan huruf Arial.

Paragraf 2
Map

Pasal 49
Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k terdiri
atas:
a. map Naskah Dinas jabatan; dan
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah Dinas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Pasal 50
Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. map Naskah Dinas Bupati; dan
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning
emas dan tulisan Bupati menggunakan huruf Arial dengan
ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah
atas secara simetris.
Format map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketigabelas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 51
Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan
mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 52
Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:
a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses
Naskah Dinas; dan
b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi
keamanan dan akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan
akses; dan
2. pemberian nomor seri pengaman-

Pasal 53
Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam
elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat
fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 54
Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:
a. sangat rahasia;

b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.

Pasal 55
Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 disesuaikan dengan kepentingan
dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 56
(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan
kepada pihak yang berwenang.
(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 57
(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode
derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada
sebelah kiri atas Naskah Dinas.
(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi
keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan
amplop rangkap dua.

Pasal 58
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki
klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas
dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan
perkembangan teknologi.
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Pasal 59

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah;

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode ‘R’ dengan
menggunakan tinta warna merah;

c. Naskah Dinas penting diberikan kode ‘T’ dengan
menggunakan tinta hitam; dan

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode ‘B’ dengan
menggunakan tinta hitam.

Pasal 60
Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b angka 2
bertujuan menjamin keautentikan dan keterpercayaan
informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 61
Pemberian nomor seri pengaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

BAB V
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 62

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada
seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas
sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati
berlaku mutatis mutandis bagi:

penjabat Bupati;

penjabat sementara Bupati;

pelaksana tugas Bupati; dan

pelaksana harian Bupati sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah
Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

oo

Pasal 63

(1) Pejabat Pemerintah  Daerah  dapat melimpahkan
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada
pejabat di bawahnya.

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

a.
b.

pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 65

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai
berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang
diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan
sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit
pengelola;

unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi
Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan

unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 huruf b dilaksanakan melalui tahapan

sebagai berikut:

a. konsep Naskah Dinas keluar diparaf secara berjenjang
dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya,;

b. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal,
stempel dan dicatat oleh unit tata usaha pada masing-
masing unit kerja dalam rangka pengendalian; dan

c. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses
diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.

Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi

pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui

Sekretariat Daerah.

Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat

menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p.

diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama

jabatan yang dituju.



-20 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2020
tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 60); dan

b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60
Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 7),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2026.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 28 November 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates

pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 40
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HargowLAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH
DINAS

FORMAT NASKAH DINAS
NASKAH DINAS PENETAPAN
[. Format Naskah Dinas
A. Naskah Dinas Penetapan
1. Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati

KABUPATEN KULON PROGO
KNG UM asn 1 mpau 26 an
e 0 pnazea(g

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR ...... TAHUN ........

..................................................................

Menimbang DA DANWA L ;

Mengingat S PPN ;
et eeeieeeeaaeeeaieeaaaa ;
3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ..........
KESATU © ettt
KEDUA P
KETIGA PPN

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada tanggal ....................

a.n. Bupati Kulon Progo,
Sekretaris Daerah,

Nama Lengkap
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2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah

2.1. Contoh Format Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Badan

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA ...... KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
KEPALA ...... KABUPATEN KULON PROGO,
Menimbang a. bahwa ... ;
D, DanNWa ..o ;
c. dan seterusnya,;
Mengingat 1. Undang-Undang ......ccceeueieiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeneenenn, ;
2. Peraturan Pemerintah ................coo ;
3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA ........c.cooeueee.n. TENTANG ..........
KE S AT U 1 e e
KE DU A e
KE T LG A 1 e e e

.................................................................................

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada tanggal ...................

Nama Lengkap
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2.2. Contoh Format Keputusan Panewu

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Menimbang oA balRWa (o ;
c. dan seterusnya;

Mengingat ;1. Undang-Undang .......cccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieenens ;
2. Peraturan Pemerintah ..............cocoiiiiiiiiii . ;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU ............... TENTANG ..............

KESATU L e
KEDUA N
KETIGA L e

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada tanggal ...................

Nama Lengkap
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3. Keputusan Kepala Unit Kerja

3.1. Contoh Format Keputusan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ... SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA BAGIAN .... SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang oA BaRWA ;
c. dan seterusnya;
Mengingat i 1. Undang-Undang .......coeeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieenens ;

2. Peraturan Pemerintah .............cooooiiiiiiiiiiiiiiininn ;

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ...... TENTANG ............

KESATU L e
KEDUA D e
KETIGA L e

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada tanggal ...................

Kepala Bagian .......... ,

Nama Lengkap
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3.2. Contoh Format Keputusan Lurah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA

c. dan seterusnya;

1. Undang-Undang .......coceievuiiiiiiiiiiiiniiiiiinieieenens ;
2. Peraturan Pemerintah .....coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiaenn ;

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

.................................................................................

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada tanggal ...................

Nama Lengkap
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B. Naskah Dinas Penugasan
1. Surat Perintah

1.1. Contoh Format Surat Perintah yang ditandatangani Bupati

BUPATI KULON PROGO
(L:ZMM?M{Z”]M 206(—gam

SURAT PERINTAH

NOMOR ....ccccevenenene.

Menimbang: a. bahwa ........cooiiiiiiiiiiiii ;
b. bahwa ...
c. dan seterusnya;

Dasar S ;
e
3. dan seterusnya;

Memberi Perintah

Kepada PPt ;
e ;
PPN
4. dan seterusnya.

Untuk S N ;
e ;
P

4. dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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1.2. Contoh Format Surat Perintah yang ditandatangani Kepala

Perangkat Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Menimbang :

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT PERINTAH

.....................................................................

dan seterusnya;

Memberi Perintah

.....................................................................

.....................................................................

dan seterusnya.

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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2. Surat Tugas
2.1. Contoh Format Surat Tugas yang ditandatangani Bupati

BUPATI KULON PROGO

SURAT TUGAS
NOMOR .....ccceenvenen.
D = E = T ol N
MEMERINTAHKAN:
Kepada: 1. Nama PP
Pangkat/gol.: ..o
NIP L e
Jabatan L ettt eie e
2. Nama S
Pangkat/gol.: ..o
NIP L et
Jabatan PPN
Untuk L. e

Nama Tempat, Tanggal

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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2.2. Contoh Format Surat Tugas yang ditandatangani Kepala
Perangkat Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

.............................................................................

MEMERINTAHKAN:

—

Nama N
Pangkat/gol.: ..o
NIP PP PPN

Jabatan e,

Kepada:

2. Nama L e et ieeeeieeeeeeaaaiaa,
Pangkat/gol.: ..o
NIP e
Jabatan e eieaeeeaaa,

Untuk :

—

.........................................................................

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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3. Surat Perjalanan Dinas

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke : ..ooooiiiiiil.
Kode No. L e
Nomor L e,

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1. | Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran

2. | Nama/NIP Pegawai yang

melaksanakan perjalanan dinas

3. | a. Pangkat dan Golongan a.
b. Jabatan/Instansi b.

4. | Maksud Perjalanan Dinas

S. | Alat angkut yang dipergunakan

. Tempat berangkat

. Tempat tujuan

. Tanggal berangkat

o T plo P

a
b
7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas
b
c

. Tanggal harus kembali

8. | Pengikut: Nama NIP. Keterangan

1.
2.
3.
4.
S. dst.

9. | Pembebanan Anggaran
a. SKPD/Unit SKPD a.
b. Kode Rekening b.

10. | Keterangan lain-lain

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di ..................
Tanggal .........

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Nama Lengkap
NIP.
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I. Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Ke .
Pada Tanggal :

Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

NIP.

I Tibadi . Berangkat dari : ...
PadaTanggal: .......c.ccceueennne. Ke L
Kepala Pada Tanggal @ ..o,

Kepala
(Nama) (Nama)
NIP. NIP.

II | Tibadi:.....ocvvveenennns Berangkat dari : ...,
Pada Tanggal: ..........cccceeennits Ke e
Kepala Pada Tanggal : ..

Kepala
(Nama) (Nama)
NIP. NIP.

IV | Tibadi: ..cocoevviniiiiien.... Berangkat dari : ...
Pada Tanggal: ............c......... Ke PN
Kepala Pada Tanggal @ ..o,

Kepala
(Nama) (Nama)
NIP. NIP.

V | Tibadi:....oocoeviiiiinini. Berangkat dari : ...
Pada Tanggal: ..........c.cceeeait. Ke e
Kepala Pada Tanggal : ..,

Kepala
(Nama) (Nama)
NIP. NIP.
VI | Tibadi = ..., Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
. perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas
Pada Tanggal: ...........cccoeneeen. . .
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan
Kepala jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NIP.
VII | Catatan Lain-Lain
VIII | PERHATIAN:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD,

pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi
akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

Nama Lengkap
NIP.
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C. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Contoh Format Nota Dinas

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS
Yth. PPt
Dari L ettt ettt eaans
TemMbUSAN | oo
Tangg@al & e
Nomor L ettt ettt et aaaeaae
Sifat PPt
| E=V 001 o) 1 - 1 o N PN
Hal PPt

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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2. Contoh Format Memo

BUPATI KULON PROGO
(Uzaﬂas%rmzq]m 200(—gm

MEMO

...................................................................................................

...............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
....................................................................................

...............................

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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3. Contoh Format Disposisi

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: Diterima Tgl.:
No. Surat: No. Agenda
Tgl. Surat: Sifat

U Sangat segera [ Segera O Rahasia

Hal:

Diteruskan kepada Sdr.: Dengan hormat harap:

L e 1 Tanggapan dan saran
N "1 Proses lebih lanjut
N "1 Koordinasi/konfirmasikan
dan seterusnya ............ [ PP PP PPN
Catatan:

Nama Jabatan,

(Paraf dan tanggal)

Nama Lengkap
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D. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal
Surat Dinas

1. Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati

BUPATI KULON PROGO
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor
Sifat
Lampiran :
Hal
Yth. oo
di
Bupati Kulon Progo,
Nama Lengkap
Jalan. ............. , Nomor. ............. , Provinsi ............. , Kode Pos ............. ,
Telepon............. , Faksimile............. , Pos-el............. , Laman..............
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2. Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala

Perangkat Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tanggal

Nomor
Sifat
Lampiran :
Hal

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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E. Naskah Dinas Khusus
1. Contoh Format Instruksi Bupati

BUPATI KULON PROGO
(m&aﬂas?mnlfqm 20a(~gam

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

Kepada 1 1. o e ;
e et ;
G T ; dan
G et aaaaane

Untuk

KE S AT U 1 ottt

KE DU A 1 it e et aas

| D (3 PPN

D] 1Y 2N PPN

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ...................
Pada tanggal ....................

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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2. Surat Edaran
2.1. Contoh Format Surat Edaran yang ditandatangani Bupati

BUPATI KULON PROGO
a;’zaﬂus?’mﬂza]m 200(—g a7

3. dan seterusnya

SURAT EDARAN

NOMOR ...... TAHUN .......

------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................

Ditetapkan di ...................
Pada tanggal ....................

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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2.2. Contoh Format Surat Edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah
atas nama Bupati

KABUPATEN KULON PROGO
ammzurr]am&% qau2Ea(~4am

3. dan seterusnya

SURAT EDARAN

NOMOR ...... TAHUN .......

..................................................................

......................................................................................................

Ditetapkan di ...................
Pada tanggal ....................

a.n. Bupati Kulon Progo,
Sekretaris Daerah,

Nama Lengkap

Tembusan:
Bupati Kulon Progo
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2.3. Contoh Format Surat Edaran yang ditandatangani Kepala Perangkat
Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

3. dan seterusnya

SURAT EDARAN

.........................................................................................................

Ditetapkan di ...................
Pada tanggal ....................

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap




-41 -

3. Surat Kuasa
3.1. Contoh Format Surat Kuasa yang ditandatangani Bupati

BUPATI KULON PROGO
a:’zmas%rrrga?m 200(—gam

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini

10 =¥ 0o = PP
Jabatan @ e

alamat @
memberi kuasa kepada

1o =V o F- N PPN
Jabatan @ e

AT A ©

...................................................................................................

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat. Tanggal

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Nama Jabatan, Bupati Kulon Progo,
meterai

Nama Lengkap Nama Lengkap

Pangkat/Golongan

NIP.
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3.2. Contoh Format Surat Kuasa yang ditandatangani Perangkat Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama

jabatan :

alamat :

memberi kuasa kepada

nama

jabatan :

alamat :

..........................................................................................

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, Tanggal

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Nama Jabatan, Nama Jabatan,
meterai

Nama Lengkap Nama Lengkap

Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan

NIP. NIP.
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4. Berita Acara
4.1. Contoh Format Berita acara yang ditandatangani Bupati

BUPATI KULON PROGO

BERITA ACARA
NOMOR: .........
Pada hari ini, ....... , tanggal ...... , bulan ..... , tahun ....... , kami
masing-masing
PPNt yang selanjutnya
disebut Pihak Pertama dan
P yang selanjutnya

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ........
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di .............
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap Nama Lengkap

Mengetahui/Mengesahkan,
Nama Jabatan,

Nama Lengkap

Catatan:
Format berita acara dapat disusun sesuai dengan kebutuhan.
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4.2. Contoh Format Berita Acara yang ditandatangani Kepala
Perangkat Daerah atau Unit Kerja

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA

NOMOR: .........
Pada hari ini, ....... , tanggal ...... , bulan ..... , tahun ....... , kami
masing-masing
L e yang

selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP,
pangkat/golongan, jabatan, dan alamat) dan

e yang selanjutnya
disebut Pihak Kedua

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam

rangkap ........ untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuatdi .............
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Nama Jabatan,

Nama Lengkap Nama Lengkap
Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan
NIP. NIP.

Mengetahui/Mengesahkan,
Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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5. Surat Keterangan
5.1. Contoh Format Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati

BUPATI KULON PROGO
(mzaﬂas%m(za‘]m 200(—gam

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama

jabatan : Bupati Kulon Progo

dengan ini menerangkan bahwa

nama

NIP

pangkat/golongan :

jabatan

(dan seterusnya)

Nama Tempat, Tanggal

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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5.2. Contoh Format Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama .

jabatan PN

dengan ini menerangkan bahwa

nama PP PP PP PPPPPUR
NIP PP PP PP PPPN
pangkat/golongan : ........ciiiiiiiiii e
jabatan e ettt

(dan seterusnya)

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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6. Contoh Format Surat Pengantar

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tanggal
Yth. oo
di
SURAT PENGANTAR
NOMOR: ...............
No. | Naskah Dinas/Barang
Jumlah Keterangan

yang Dikirimkan

Diterima tanggal .......
Penerima
Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.

Nomor telepon ..........

Pengirim
Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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7. Contoh Format Pengumuman

BUPATI KULON PROGO

PENGUMUMAN

----------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................................
........................................................................................

Dikeluarkan di ................
Pada tanggal ...............

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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8. Contoh Format Laporan

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG
A. Pendahuluan
1. Umum/Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
B. Kegiatan yang Dilaksanakan
C. Hasil yang Dicapai
D. Kesimpulan dan Saran

E. Penutup

Dibuat di ........coevenene.
Pada tanggal ..............

Nama Jabatan,

Nama Lengkap

Pangkat/Golongan
NIP.
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9. Contoh Format Telaahan Staf

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Hal P

L. Persoalan

II. Praanggapan

III. Fakta-Fakta yang Memengaruhi
IV.  Analisis

V. Kesimpulan

VI. Saran

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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10. Contoh Format Notula

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTULA
Sidang/Rapat L ettt
Hari/Tanggal L ettt
Waktu Sidang/Rapat © ..o
Acara N

2. dan seterusnya.

Pimpinan Sidang/Rapat

Pemimpin L ettt ettt
Sekretaris L ettt ettt
Notulis L ettt
Peserta Sidang/Rapat: 1. ..o

2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapat: (disesuaikan dengan kondisi kegiatan
sidang/rapat)

Pemimpin Sidang/Rapat

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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. Contoh Format Surat Undangan
11.1. Contoh Format Surat Undangan yang ditandatangai Bupati

BUPATI KULON PROGO

Tempat, Tanggal

Nomor : ...
Sifat P
Lampiran: ........c.o.....
Hal :  Undangan
Yth. .
di
Kami mengharap dengan hormat kehadiran

Bapak/Ibu/Saudara pada

hari/tanggal PN
waktu PPN
tempat L e e
acara PP

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima
kasih.

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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11.2. Contoh Format Surat Undangan yang ditandatangai Sekretaris

Daerah atas nama Bupati

KABUPATEN KULON PROGO
HENCRWUIM AN 1 mpaur2m an
sann g mresa(g

Nomor : ...l
Sifat D e
Lampiran: ................
Hal : Undangan
Yth.

di

Kami mengharap

Bapak/Ibu/Saudara pada

hari/tanggal e
waktu e
tempat i
acara e

Tempat, Tanggal

dengan hormat kehadiran

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima

kasih.

a.n. Bupati Kulon Progo,
Sekretaris Daerah,

Nama Lengkap
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11.3. Contoh Format Surat Undangan yang ditandatangai Kepala

Perangkat Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor : ...l
Sifat L e,
Lampiran: ................
Hal :  Undangan
Yth. o

di

Kami mengharap

Bapak/Ibu/Saudara pada

hari/tanggal
waktu
tempat
acara

dengan

Tempat, Tanggal

hormat kehadiran

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima

kasih.

Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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12. Daftar Hadir
12.1. Contoh Format Daftar Hadir

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR

Tanda

No Nama Golongan | Jabatan/Instansi
Tangan

dst.

Nama Tempat, Tanggal
Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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13. Contoh Format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama PP
NIP PP
o2V a¥ed -1 W =lo) (o} o V== U s I PP
jabatan e

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

nama e et
NIP e et ans
pangkat/gOlONGamn : . oot e
jabatan e ettt ettt eaa
yang diangkat berdasarkan ................ol Nomor ............
Tahun .. tentang 000 .l ,
terhitung .....coovieiiiiiiii telah nyata menjalankan tugas
sebagai
o PPN

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat
dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila pada
kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar dan
mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung
kerugian tersebut.

Nama Tempat, Tanggal
Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
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14. Contoh Format Surat Panggilan

BUPATI KULON PROGO
rm&mas??rmznzm 200(—gam

Nama Tempat, Tanggal

Nomor N
Sifat L e
Lampiran : ......cccooeeevevnienennne.
Hal : Panggilan
Yth.
di
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di
Kantor ..o pada
hari
tang@al o e
PUKUL e
tempat PP

untuk menghadap

kepada P
alamat PPt
Keperluan ..o

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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15. Surat Izin

15.1. Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati

BUPATI KULON PROGO
rm&uas%nnzrvm 200(—gam

SURAT IZIN

...................................................................

Dasar : = 1S

kepada

o = 0o - PPN
JADATAN e
Alamat ¢ e

U L e

Dikeluarkan di .......c.cocevenennnne.
Pada tanggal ..............c.o..e.

Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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15.2. Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani Kepala Perangkat

Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN

| D TS o - 1

c. dan seterusnya

MEMBERI IZIN
kepada
10 -1 0 L= U PPt
JADALATL . e
alamat e

U UK i i e e e e
Dikeluarkan di .....
Pada tanggal .......
Nama Jabatan,
Nama Lengkap

Pangkat/Golongan
NIP.
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16. Contoh Format Lembaran Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LEMBARAN DAERAH

Nomor ..... Tahun ...... Seri .... Nomor ...........

...........................................

.............................................................................................

Sekretaris Daerah,

Nama Lengkap




17.
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Contoh Format Berita Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA DAERAH ...................
Nomor .......... Tahun ...... Seri ....... Nomor ..........
PERATURAN BUPATI ..../KEPUTUSAN BUPATI .....
Nomor: ............
TENTANG

......................................................................................................

Sekretaris Daerah,

Nama Lengkap
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18. Contoh Format Rekomendasi

BUPATI KULON PROGO

REKOMENDASI ....cciiiiiiiiiiiiienne.
NOMOR ...ccovvviiiiinnnnnn.
Dasar e e e
Menimbang @ ..o e

Bupati Kulon Progo memberikan rekomendasi kepada

a. nama/objek et eans
b. jabatan/tempat/identitas : .......cocoiiiiiiiiiiiiiii
untuk

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap




-63 -

19. Contoh Format Radiogram

BUPATI KULON PROGO

FORMULIR BERITA
Registrasi No: .........
PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT
DARI T et ens
UNTUK PP P PP PPPPPRUPRN
TEMBUSAN L et
KLASIFIKASI : SEGERA
Nomor e
.................................................................. KMA.....coviiiiiiin.
................................................................................................ TTK DUA
AAATTE e
............................................. TTK KMA
BBB TTK e
............................................. TTK KMA
CCC TTK DUM TTK HBS
Tanggal waktu pembuatan ........
No.Kode Waktu Lalu Paraf
Terima Kirim Lintas Operator
Pengirim
Nama

Tanda tangan :
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20. Contoh Format Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

BUPATI KULON PROGO

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMON ...
Bupati Kulon Progo berdasarkan .............ccoooiiiiiiiiiii i dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa
nama ettt e et a et e et ettt e e e nean
tempat/tanggal lahir: ... L
Pas foto 4 x6 NIP/NRP  00000000/000000
pangkat/gol. ruang ... L
=L = L= o
153 =
kualifikasi e ettt ettt ettt e e et eae e
LULUS
pada Pendidikan dan Pelatihan ... yang diselenggarakan oleh ...........................
Ai v daritanggal .............. sampaidengan ................... yang meliputi .........................

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap
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TEMA

Umum

Khusus :

AGENDA PEMBELAJARAN

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)
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Keterangan:

1.

2.

Bupati berwenang menandatangani STTPP yang diperuntukkan bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan kriteria
45 (empat puluh lima) jam pelajaran atau lebih.

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan STTPP kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan kriteria kurang dari 45
(empat puluh lima) jam pelajaran.

. Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan STTPP kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan untuk pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
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21. Sertifikat
21.1. Contoh Format Sertifikat yang ditandatangani Bupati

Ve WWe
BUPATI KULON PROGO
SERTIFIKAT
Nomor: ..........
Diberikan kepada
nama
NIP
instansi :
sebagai/atas partisipasinya dalam ................... yang
diselenggarakan ...... oleh ..... dari tanggal ...... s.d. .... bertempat
di.......
Nama Tempat, Tanggal
Bupati Kulon Progo,
Nama Lengkap
Keterangan:

Sertifikat dapat disusun dalam bentuk vertikal atau horizontal.
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21.2. Contoh Format Sertifikat yang ditandatangani Sekretaris Daerah

atas nama Bupati

Ve vWa
KABUPATEN KULON PROGO
KN ANM N Kl Mau121(—]an
N n o9 qr2ea( g
SERTIFIKAT
Nomor: ..........
Diberikan kepada
nama
NIP
instansi :
sebagai/atas partisipasinya dalam ................... yang
diselenggarakan ...... oleh ..... dari tanggal ...... s.d. .... bertempat
di.......
Nama Tempat, Tanggal
a.n. Bupati Kulon Progo
Sekretaris Daerah,
Nama Lengkap
Keterangan:

Sertifikat dapat disusun dalam bentuk vertikal atau horizontal.
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21.3. Contoh Format Sertifikat yang ditandatangani Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a9 9)e. 9% 9
[Lhey y RPN g R ) ".I"T]‘-‘T:E UL T -0 57 BT ST HT -5 B LT S0 T g
L c ¢ jca )

SERTIFIKAT

Diberikan kepada
nama

NIP

perangkat daerah :

sebagai/atas  partisipasinya dalam  ................... yang
diselenggarakan ...... oleh ..... dari tanggal ...... s.d. .... bertempat
di.......
Nama Tempat, Tanggal
Kepala ............ ,
Nama Lengkap
Pangkat/golongan
NIP.
Keterangan:

Sertifikat dapat disusun dalam bentuk vertikal atau horizontal.
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22. Piagam
22.1. Contoh Format Piagam yang ditandatangani Bupati

BUPATI KULON PROGO
R;”ZMQE??H-(ZUZM 20a(—gam

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

Bupati Kulon Progo dengan ini memberikan penghargaan kepada

nama e
tempat/tanggal lahir : ...
NIP/NRP e
jabatan PP
instansi N

Nama Tempat, Tanggal
Bupati Kulon Progo,

Nama Lengkap

Keterangan :

Piagam dapat disusun dalam bentuk vertikal atau horizontal.
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22.2. Contoh Format Piagam yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas

nama Bupati

KABUPATEN KULON PROGO
mmﬂzaﬂfr]mﬂ{nﬁ mam2ea(~gam

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

Bupati Kulon Progo dengan ini memberikan penghargaan kepada

nama et
tempat/tanggal lahir : ...
NIP/NRP e
jabatan e
instansi PP

......................................................................................................

Nama Tempat, Tanggal
a.n. Bupati Kulon Progo
Sekretaris Daerah,

Nama Lengkap

Keterangan :

Piagam dapat disusun dalam bentuk vertikal atau horizontal
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A. Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati

Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati menggunakan:

a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di

bawahnya bertuliskan nama jabatan Bupati dan aksara jawa, dengan
huruf Arial 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah
dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, naskah dinas
korespondensi internal, dan naskah dinas khusus selain surat
edaran.

lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di
bawahnya bertuliskan nama jabatan Bupati atau Wakil Bupati,
dengan huruf Arial 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta
alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama
provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos
dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di
bagian tengah bawah untuk naskah dinas korespondensi eksternal
dan naskah dinas khusus berupa surat edaran.

dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
atas nama Bupati, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat
lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama
Pemerintah Daerah dan aksara jawa yang ditempatkan pada bagian

tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan Bupati

BUPATI KULON PROGO

(AKSARA JAWA)

Jin. Perwakilan No. 1 Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55651
Laman: ..........., Pos-el: ...............
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Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

WAKIL BUPATI KULON PROGO

(AKSARA JAWA)

Jin. Perwakilan No. 1 Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55651
Laman: ..........., Pos-el: ...............

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
nama Bupati

KABUPATEN KULON PROGO

(AKSARA JAWA)

Jin. Perwakilan No. 1 Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55651
Laman: ..........., Pos-el: ...............
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B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

1.

Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama

Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4

menggunakan huruf Arial dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tulisan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan huruf Arial
12;

b. tulisan nama Perangkat Daerah dengan huruf Arial 16.

Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold)

Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

(AKSARA JAWA)
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....
Laman:......., Pos-el.......

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN

(AKSARA JAWA)
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....
Laman:......., Pos-el.......

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(AKSARA JAWA)
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....
Laman:......., Pos-el.......

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(AKSARA JAWA)
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....




-75 -

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KOKAP

(AKSARA JAWA)
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....
Laman:......., Pos-el:......

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES

KELURAHAN WATES

(AKSARA JAWA)
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....
Laman:......., Pos-el.......

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN LOGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES RSUD

(AKSARA JAWA)
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS WATES LOGO UPT
(AKSARA JAWA) PUSKESMAS
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 1 WATES e

(AKSARA JAWA)
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SD NEGERI 2 WATES LOGO
(AKSARA JAWA) SEKOLAH
Alamat ..., Kode Pos ...
Telp. ....., Faks. .....
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Nomenklatur dengan aksara Jawa untuk Jabatan Bupati, Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo, Perangkat Daerah, dan UPT lainnya dapat dilihat

pada tabel daftar nomenklatur sebagai berikut:

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH, UPT DAN SEKOLAH DALAM
PENGAKSARAAN JAWA

A. BUPATI, SEKRETARIAT, DINAS, DAN BADAN

No | Jabatan/Perangkat Aksara Jawa
Pemerintah o0

1 | Kabupaten Kulon wiEn %&goma)vma]mmﬁ%ri mru2ea—gan
Progo

Qa

2 | Bupati Kulon Progo wrenemnrzeagam
Dewan Perwakilan o o

3 Rakyat Daerah ﬂ]@ﬂﬂﬂOﬂJﬂﬂMMﬂﬁﬂ%ﬂéJﬂ@ﬂg&(ﬂﬂ:@Mﬂ]ﬂSﬂmﬁﬁﬂ?m?
Kabupaten Kulon pagm
Progo

4 | Sekretariat Daerah ”7’”“‘3“5"‘70”“””“&"@’”3
Sekretariat Dewan

5 Perwakilan Rakyat A asn Aanm as‘naﬂm%(}(%mm wne- M
Daerah s e NS :

6 | Inspektorat Daerah Cneanar-AnGme TN im e 13
Badan Perencanaan mmmmgy&gm éﬂmgg,nm]m%%mc/?aén&nn meaz

7 | Pembangunan Riset o :
dan Inovasi Daerah WA T3

8 Badan Keuangan as'nam(}Cn)aJ L1031 361 1) AN BN BTN E~ T
dan Aset Daerah ML&v &) NN a ]
Badan Kepegawaian QO 5 s 00 9%
d Pen emban an (l.>"'n(b07/}~()(Ul(lefl7(D7 .Slcﬂglf}(l,‘ﬂ@gmm,:zgw{l/w

9 an g g ML
Sumber Daya @”Z(ﬁlw
Manusia

10 Badan Kesatuan ama,m}c(?m OIS NN M 20N N
Bangsa dan Politik N 7 7 ¥
Badan

O . )

11 | Penanggulangan (b"mwmﬂdfmmzmw&,ﬂ&{lmma 3
Bencana Daerah
Dinas Pendidikan o o

12 | Pemuda dan m%mww&%w%MMszmm@amgwm
Olahraga

13 | Dinas Kesehatan m%mg\(ﬂczr']wwnmw
Dinas Pekerjaan o o Xa% ®)

14 Umum Perumahan Juisj CIKL,
dan Kavyasan @ Qe way
Permukiman
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No

Jabatan/Perangkat

Aksara Jawa

15

Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang
(Kundha Niti
Mandala sarta Tata
Sasana)

w%mwgasnmammmam aﬁi D ahE T
o TN Y P

/
(Masnamasnwl(mrmi

16

Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

a a acy )
WK}OO’IMMZMW[TMJ(EH(LWW@MMJM(EH Iy
« > Z

mm%mm 1N
pate1gg aangy

17

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kalurahan
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

NS Yo% 00
153 & ) i/

o O O /O
10U VUK 1K =N K O1aN OGN WK KL
& on )™ "0k

Dinas Pertanian dan

a

18 Pangan m%MMJmmw&QMJmW

19 | Dinas Tenaga Kerja (ll%maag/zmn’n(}mag
Dinas . 00 o .

20 Kependuduka}n' dan W AaEITI AT KTE0 00 100 AT 40 ST TUY)
Pencatatan Sipil

21 Dinas Lingkungan Sra @ a0 Danan
Hidup 7" I

Dinas Komunikasi

Q (@] a :./ a

22 dan Informatika mm”]@%?(gﬁmmwm&g frareEnEned
Dinas Perindustrian

23 | Koperasi Usaha m%mmg%%@m% mqﬂegwﬁgymm@ﬁa&dﬂé&gﬂ)@g
Kecil dan Menengah
Dinas Penanaman G/CD,?O{I{J\/),.C/?(FG{I-(I(E/I memmmgmwm%

4 | Modal dan e &)
Pelayanan Terpadu anasnd ra
Satu Pintu “1E
Dinas Kebudayaan o

25 | (Kundha w%m&za:zmwé&wiwanmmvwww!
Kabudayan)

26 | Dinas Pariwisata @raaraPdianesn
Dinas Kelautan dan a s Oa

27 . W ) TUI 2T 100 THHN 100
Perikanan K )

28 | Dinas Perdagangan w%mm%mmm

29 | Dinas Perhubungan Sraan % ey

30

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

a O /a
WMMJR,Z(%{M@&&O”}&@:AMMW

31

Satuan Polisi
Pamong Praja

M@Z@a]mwem&(ﬁmqﬁegm

32

Rumah Sakit Umum
Daerah Wates

33

Rumah Sakit Umum
Daerah Nyi Ageng
Serang

a Q) .
E1 . T EMUN AT an T




. KAPANEWON DAN KELURAHAN
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No Perangkat Daerah Aksara Jawa
1. | Kapanewon Temon ”‘m@f’"]m”]@?af’*{)”]@?w
2. | Kapanewon Wates snrneanerzsg “SC'?""JW
3. | Kapanewon Panjatan

P ] MU0 G OT200 NI AN
4. | Kapanewon Galur rmanmaanuz g (mﬂ/

an
5. | Kapanewon Lendah rnIman G 2eaa
meanurzdsas
6. | Kapanewon Sentolo mmqmqmgmfgﬂ?ﬂ(ﬂmmg
7. | Kapanewon Pengasih pnugranresa o g
8. | Kapanewon Kokap s Oenggenmy
9. | Kapanewon Girimulyo rmanmeamune e gl )
an

10. | Kapanewon Nanggulan ,

P geu Sl el R Ry Ty
11. | Kapanewon Samigaluh rmanaeamorzea a&an ot
12. | Kapanewon Kalibawang rmaansaneesa o —

KL

13. | Kelurahan Wates

@) @)

. UNIT PELAKSANA TEKNIS

No | Unit Pelaksana Teknis Aksara Jawa
a O
. UPT Laboratorium g)\”](Lﬂ\O]dSﬁ\\(fLﬂﬂ]ﬂSﬂ?‘)’)ﬂ]ﬂSﬂ?(n(UlZ(}(g(ﬂLWM(Un
" | Kesehatan asneay
QGI\NM) a1\ masn\ (bx)"l\\(l%(&'/lJ(lﬂ’lGﬂﬂﬂJ(lST)(Eﬂﬂ(]
o UPTD Persampahan dan Graennema CJ
" | Pertamanan v
a
3 UPT Laboratorium g\n]aﬂ\a']am“ma?azneﬂfr]amewaﬂza]ﬂe(tn//
" | Konstruksi dan Peralatan %ﬂm 2% amrar Arrcunasn 0y
Y a
4 UPTD Perlindungan SN qEnA qan ez
" | Perempuan dan Anak o0 Anen e Garanan
1N~ /)
5. | UPT Taman Budaya L\ qunmen\enegawnu
6. | UPT Balai Latihan Kerja B\ maunaan\ asna?mmascr’mm{}r}&ag
7. | UPT Penyuluhan Pertanian L\ munman\ acf?amlmzamm%&%ww
UPT Rumah Potong Hewan Lhareane U@gqaﬂea]asﬁea?amaﬂ&ngag
8. | dan Pengelolaan Pasar

Hewan

qmem@:&mw (m/qamamta/]
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No | Unit Pelaksana Teknis Aksara Jawa
)
9 UPT Pelayanan Kesehatan | & €N @rmavizgeaggnesontnnea~n
" | Hewan Wilayah Utara o g) magggasn 7
QG)\M 1\ masn \ uraurwvul (K'l(lg(_l) @ unNnenNmmr-m
EAULAY 9geagdn U
UPT Pelayanan Kesehatan a
10. . gl
Hewan Wilayah Selatan
11 UPT Laboratorium hmunmen\ O’IJI(I?(UT)?'I’IIYZ(ISTI?')Q? & w1y
" | Lingkungan LGN
37\ M\ M asn \ aCJ?aQ Mﬂ?m@ﬁlmf}(}g‘?‘?’)@m{nﬂ
1o | UPT Pengelolaan B Ta T oS
" | Penerangan Jalan Umum
° B
13 UPT Pengll‘]lan Kendaraan g?\(f](l.ﬂ\(l](l_ﬂ’l A\ (E/?(b Q%WGC(_I)MW@,%&%(E/I?W(ISN/Q
" | Bermotor ] KL «
14. | UPT Terminal Tipe C JoN LV LE \\M%mm&mcf?\a]mx\
15 UPT Tempat Pelelangan QGI\ M)W\ @) asn \\ (l_g’l)(UIA/l(lSnf/l) U1 U1 G (K] (KN (K1
16 UPT Perbenihan g\rqaﬂ\a?am A\ a%ﬂcn)(}%afnmgﬂ)v%&mmw
" | Perikanan
17. | UPT Metrologi Legal B\ maunaany qfﬂo]@eqmeﬂ%qmmw
18. | UPT Pasar Wilayah I JoNU LA LA (wwz/a%rrwa/wg:(m:
19. | UPT Pasar Wilayah II Lo LV LE A Ma{ﬁmwg:g:
20. | UPTD Rumah Susun Sewa g\"]U\f']“m\ﬁm\\”]@{”"Z“Z”?m“”@
O @)
21. | Puskesmas Wates v A e
22. | Puskesmas Temon I ﬂjﬁ&ﬂaﬂgﬂ'\jﬂ]@?(}ﬂzo’n:
23. | Puskesmas Temon II QZ&HCZ@%%]@MW:Q:
@)
24. | Puskesmas Lendah I Y e Eigazzan:
OO
25. | Puskesmas Lendah II Y BI85
9 /.
26. | Puskesmas Galur I Y H e
O /.
27. | Puskesmas Galur II ) 8 8 B T
. ) o
28. | Puskesmas Panjatan I Y g~ sam
. @)
29. | Puskesmas Panjatan II Y@ R Y 2
30. | Puskesmas Sentolo I %&ﬂ?&nmgo]a@{m]me:m:
31. | Puskesmas Sentolo II aﬁﬁ&ﬂmga]&nkeo]mezg:
32. | Puskesmas Pengasih I aﬁﬁ&nmfﬂ)@ﬁg:m:
33. | Puskesmas Pengasih II %ﬁéﬂmg@ﬁg:g:
34. | Puskesmas Kokap I a.%?ncz&\n gpeamuypzam:
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No | Unit Pelaksana Teknis Aksara Jawa

35. | Puskesmas Kokap II %%n?&nqwemwsg:
36. | Puskesmas Girimulyo I Y OQ/ICZ@ )i %(EZ rane
37. | Puskesmas Girimulyo II &Z”@g)ﬂd@’ “IQNEZWJL s
38. | Puskesmas Kalibawang Y {ﬁofn(zéa)fl@q(fimamaﬁ
39. | Puskesmas Samigaluh I (LZ@C(/Z&/IMAWEC}IWHLW:W:
40. | Puskesmas Samigaluh II EZ(IQ{HCZCO\)IIMM(EC}IWHZ;:Q:
41. | Puskesmas Nanggulan %ﬁqumﬁlw

D. SEKOLAH NEGERI

No Sekolah Aksara Jawa
Sekolah Menengah Pertama
1. Sekolah Menengah m@qmzmg@&@@;a%@&gog?ﬁ% zane aﬂascnjagyl
Pertama Negeri 1
W O0a. . O
ates J\&J [17(1_/1\\0-(70’7’7(7’7 O’n.,(U"I(lSnﬁi\ﬂjl
2' SekO]‘ah Menengah quem;g&)@gmmmgﬁ%:gzuﬁw
Pertama Negeri 2
W O0a. . O
ateS J\C\ (./l ﬂ'](l_/l\\()-(l(m’)q g.,(lfl(lm()\(-ﬂ/l
3. Sekolah Menengah quemg&)o@mga%@@o@%:@ﬂ:uamw
Pertama Negeri 3
O NDa
Wates L/]\@\ (_/l 07(L/I N\NHKIaN ’rl.’,’(l(é]j].',’(l)'l(lm();/l/]
4‘ SekO]‘ah Menengah Mqﬁmemg(g?mamgaﬂammgogﬂ)ﬁ%:@:aﬂagn)w
Pertama Negeri 4
W O Da @)
ateS a\w\c\(gﬂjl\qaﬂ\\mm’m’l:é:aﬂmw
S. Sekolah Menengah g@memg@@mgm%n@n@v@%:@]:mas@w
Pertama Negeri 5
Wates YA ﬂ']{lﬂ\\(}g‘l)o’cn)“la”l @:uagn)w
6' SekO]‘ah Menengah Ma]memg(gﬂ)mmgmasn(fﬂﬂ%)(rcr?v%:(rn:amn]@mm
Pertama Negeri 1
T ) a 0)
€1mon &W\&@J\ﬂ?ﬂﬂ\\mm‘?’l:mtﬂm (E/l?(lﬂ(_/]
7. Sekolah Menengah m@qmemg@o@mgm%@o@o@%:g:mq@em
Pertama Negeri 2
T O0a. . O
cmon QW\&@J\WM\\MWWUQUQS”W@?(}OJ
8' SekOIah Menengah qumemg(gﬂjmamgaﬂamm&@o'cnjﬁ%:ﬂnmﬂmmamm
Pertama Negeri 1 == &
. (@) .
Panjatan CAMYI\ @Y\ QN FTATI TS (rnua/m:é\nasas_zw
9' SekOIah Menengah MQWM?M{QQ@{Q%@Q@%:Q:MLW@W
Pertama Negeri 2 == G ©L
. a
Panjatan c;m(\nj\a\(fnﬂ\n]mn\\mm’lwvgvmwé\naénlw
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No Sekolah Aksara Jawa
10' SekOIah Menengah &C/?q&memg(gﬂ)oc(?amga%fﬂo@o%)v%:n’n:mﬂnz
Pertama Negeri 1
O a /
Galur SN\ @Y QNI T Tz zamny
Pertama Negeri 2 v
Galur A=A W]M\\/}%)O’g’l)")gl granng
Pertama Negeri 1 = (&)
O (3
Lendah S\ S BY NN FI AT 105 205003
13. | Sekolah Menengah quemg&)@mgummgq@%:gzgm;
Pertama Negeri 2 (&)
Lendah e oA C ey lerY e
SN =2 [0
14 SekOIah Menengah &QWMQM?QQ@;%@QO’CY?WQISW (&C/?!T](H’I?ﬂ'](nﬂ?
Pertama Negeri 1
O a @)
SentOIO J\C\ J [17(7_/1\\0{70’)’7‘7’1 m:Mﬂ?m@ﬂ]ﬂ’Lﬂ?
15. | Sekolah Menengah acf?qmemg(gf?&?mga%m(m@(rg% graineazmnae
Pertama Negeri 2
Sentolo C\H\(_/yl\@\(fﬂ(_/l\ﬂ'](l_ﬂ \\(}C(?(rcnj%:g:ac/?n](meqme
oL
16 SekO]"ah Menengah Wla](}memg(gl)mmgmam@@(rcr?v%:acsy]mgn)a]meqme
Pertama Negeri 3
SentOIO &W\C\(EIJI\(’]M \\OC(?WO’%:QQ/]:I(J\C/?G]M?G]W?
057\
17 SekOIah Menengah 9@“?”?8@@{%@@# $Ge@dn 0]0‘(7?(7]0’1./7?
Pertama Negeri 4
) a ®)
Sentolo ey eEy g \\mmﬁm:é:ﬁ.\mr](@ze Ture
Pertama Negeri 1
Pengasih M\ @Y N 077:(67){137({/’7?
Pertama Negeri 2
Pengasih Yk A LA 0@0’@%:@:8@0\%?
Pertama Negeri 3
Pengasih J\a\(gﬂﬂ\n]mn\\n@(rcr?q%:@/]:(&)amﬁg
Pertama Negeri 4
Pengasih A=A rr](Lﬂ\\nn(rCr?f% G (Qamﬁﬂlg
22 SekOIah Menengah m@qmem;@m@m;%@m@@%:m:&ﬁﬂ?mw
Pertama Negeri 1
Nanggulan e e 070_/1\\(}((?0’6)’?991 m’r:frhmlfra;ﬁo‘fl//
23 SekOIah Menengah @Nm)mn2au (gﬂ){}c(?(lm (lﬂ{lm(E/lﬂgf?(TTC'I)")gl:(b 20 a1
Pertama Negeri 2 " J J ST
Nanggulan e ey \\Qo@%:gzﬁhmlmw
24 SekO]"ah Menengah Qﬂmemg&)@m;a%@o%)@%ym:mmam@
Pertama Negeri 1
. O Na
Kalibawang annEansEnatiaen i

J\@\J If](lJl\\(H’)
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No Sekolah Aksara Jawa
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Stempel Naskah Dinas
A. Bentuk / Ukuran Stempel
1. Stempel Jabatan Bupati

Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan,

nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara

dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8
cm; dan

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7
cm.

P Nama Jabatan

)% ¢ 2,7cm 3,8cm 4cm

p Lambang Negara

¥ Nama Pemerintah Daerah

Contoh stempel jabatan Bupati

2. Stempel Perangkat Daerah atau Unit Kerja.

Stempel perangkat daerah atau unit kerja berbentuk lingkaran berisi

nama Pemerintah Daerah Kabupaten, nama Pemerintah Daerah,

nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan menggunakan logo

daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah
adalah 4 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah
adalah 3,8 cm; dan

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah
adalah 2,7 cm.
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Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
2,7cm 3,8cm 4cm ¥ 2,7cm 38cm 4cm
by » | Logo Daerah i habi o Logo Daerah
Plemmmmemae- # | Nama Perangkat Daerah ' [ » | Nama Kelurahan
s ¥ | Nama Pemerintah Daerah . » | Nama Kapanewon

Contoh Stempel Perangkat Daerah/Unit Kerja

3. Stempel Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Layanan Umum

Daerah, dan Satuan Pendidikan Formal.

Stempel unit pelaksana teknis dinas, badan layanan umum daerah,

dan satuan pendidikan formal berbentuk lingkaran berisi nama

Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, dan nama unit

pelaksana teknis dinas, badan layanan umum daerah, dan satuan

pendidikan formal yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah
dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis
dinas, badan layanan umum daerah dan satuan pendidikan
formal adalah 4 cm;

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana
teknis dinas, badan layanan umum daerah, dan satuan
pendidikan formal adalah 3,8 cm; dan

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana
teknis dinas, badan layanan umum daerah, dan satuan

pendidikan formal adalah 2,7 cm.
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e » Nama Pemerintah Daerah

% 2,7cm 3,8cm 4cm

L e » Logo Daerah
D) » Nama UPT
heeenreeennan » Nama Perangkat Daerah

Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan
umum daerah

4. Stempel Perangkat Daerah untuk Keperluan Tertentu
Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu digunakan
untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, dan
sejenisnya. Ukuran stempel Perangkat Daerah untuk keperluan
tertentu dibuat dengan ukuran tertentu sesuai kebutuhan yang
merupakan pembesaran atau pengecilan dengan perbandingan

tertentu dari stempel standar.
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5. Stempel Pengamanan Naskah Dinas

Stempel pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan

tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas amplop

Naskah Dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan

pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel

pada surat asli. Stempel pengamanan Naskah Dinas berbentuk

persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, berisi tulisan

“Sangat Rahasia” dan “Rahasia”.

SANGAT RAHASIA RAHASIA

6. Ketentuan Stempel

a.

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah
Bupati.

Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah
adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan
kepala unit pelaksana teknis dinas.

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi
urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat
dewan.

Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi
urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan
dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di Bidang Umum dan
Protokol Sekretariat Daerah bertanggungjawab atas pengadaan

stempel.

7. Pengamanan Stempel

a.

Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah dapat menggunakan kode rahasia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan

stempel ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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IV. Amplop
A. Bentuk dan Susunan Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati

AT
ha
R

BUPATI KULON PROGO
Jalan Perwakilan No. 1 Wates
(kode pos)

Nomor: Xxx/XxxX/Xxx

Kepada
Yth. Sdr. Xaoxsx

Lokasi

B. Bentuk dan Susunan Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah/Unit

Kerja
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V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Bupati

BUPATI KULON PROGO BUPATI KULON PROGO

MOHON TANDA TANGAN

2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

BAGIAN ORGANISASI
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VI. Format Paraf
1. Paraf dalam bentuk matriks
1.1. Paraf koordinasi

Contoh paraf koordinasi dalam bentuk matrik:

Paraf Koordinasi Paraf Koordinasi Paraf Koordinasi
Bidang.... Dinas....
Bidang .... Badan....
Bidang .... Kantor....
dst... dst...

1.2. Paraf hierarki

Contoh paraf hierarki dalam bentuk matrik:

Paraf Hierarki

Asisten.....

Bagian....

Sub Bagian ....

2. Paraf dalam bentuk searah jarum jam
2.1. Paraf Naskah Dinas yang ditandatangani Bupati

(2) BUPATI KULON PROGO (3)
(1) NAMA

Keterangan:

(1) Paraf Kepala Perangkat Daerah penyiap bahan

(2) Paraf Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
(3) Paraf Sekretaris Daerah

2.2. Paraf Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris
Daerah atas nama Bupati

(2) a.n. BUPATI KULON PROGO (3)
SEKRETARIS DAERAH

(1) NAMA BESERTA GELAR

Keterangan:

(1) Pejabat penyiap bahan/Sekretaris

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
(3) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
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2.3. Paraf Naskah Dinas yang ditandatangani Asisten
Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah
atas nama Bupati

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
()  ASISTEN .... (2

NAMA BESERTA GELAR
NIP ....

Keterangan:

() Kepala Sub Bagian penyiap bahan pada Setda/
Pejabat yang menyiapkan bahan/Sekretaris OPD

(2) Kepala Bagian pada Setda/Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi

2.4. Paraf Naskah Dinas yang ditandatangani Kepala
Perangkat Daerah

(2) KEPALA PERANGKAT DAERAH (3)

(1) NAMA BESERTA GELAR
NIP ....

Keterangan:

(1) Paraf Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub
Bidang/Kepala Jawatan yang menyiapkan bahan

(2) Paraf Kepala Bagian/Bidang/Inspektur
Pembantu/Panewu Anom

(3) Paraf Asisten/Sekretaris Dinas/Badan

2.5. Naskah Dinas yang ditangatangani Kepala UPT
Dinas/Badan

KEPALA UPT DINAS/BADAN (1)

NAMA BESERTA GELAR
NIP ....

Keterangan:
(1) Paraf Kepala Tata Usaha
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VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan
1. Kewenangan Penandatanganan

a. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar
instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/
arahan berada pada Bupati.

b. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak
bersifat kebijakan /keputusan/arahan dapat diserahkan/
dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi
pratama di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi
kewenangan.

c. Penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas
dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya
dilaksanakan sebagai berikut:

1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan
dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis
dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh
satuan kerja di instansi masing-masing.

2) Jabatan Pimpinan Tingi Pratama pada Perangkat Daerah dapat
memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan
penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-
masing.

3) Kewenangan penandatangan Naskah Dinas di lingkungan

Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



-111-

JABATAN

JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI

BUPATI

a. peraturan daerah;

o

peraturan bupati;

keputusan bupati;

a o

instruksi bupati;
surat edaran;
surat dinas;

surat keterangan;

5 o

surat izin;

Pt
.

surat perjanjian;

surat perintah;

o

surat tugas;

—
.

surat kuasa;

surat undangan,;

5 B

surat panggilan;

e

nota dinas;

disposisi;

AR

pengumuman;

®

laporan;

-+

rekomendasi;
u. radiogram;

berita acara;

<

memo;
piagam,;

sertifikat; dan

NS OX o=

surat pernyataan melaksanakan tugas;

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

JABATAN

ATAS NAMA
BUPATI

DALAM JABATAN

KETERANGAN

WAKIL
BUPATI

o

surat dinas; a. keputusan

b. surat bupati;
keterangan,; b. surat edaran;
c. surat perintah; | c. surat dinas;
d. surat izin; d. surat

e. surat tugas, keterangan;

Wakil Bupati
menandatangani

Naskah Dinas
dalam bentuk
hukum

telah

produk
yang




-112 -

f. surat e. surat didelegasikan
pernyataan perintah; kewenangannya
melaksanakan | f. surat izin; oleh Bupati serta
tugas; g. surat tugas; dalam bentuk

g. nota dinas; h. surat surat sepanjang

h. disposisi; pernyataan materinya sesuai

i. laporan; melaksanakan dengan bidang

j. rekomendasi; tugas; tugas dan
dan i. nota dinas; tanggung

k. memo. j. disposisi; jawabnya.

k. pengumuman;
1. radiogram;
m. berita acara,;
n. piagam;
o. sertifikat; dan
p. laporan.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI
SEKRETARIS a. keputusan sekretaris | a. surat keputusan;
DAERAH daerah; b. surat edaran;
b. surat edaran; c. surat dinas;
c. surat dinas; d. surat keterangan;
d. surat keterangan; e. surat izin;
e. surat izin; f. surat perintah;
f. surat perintah; g. surat tugas;
g. surat tugas; h. surat perjanjian;
h. surat perjanjian; i. surat undangan;
i. surat perjalanan j- surat pernyataan
dinas; melaksanakan
j. surat kuasa; tugas;
k. surat undangan; k. surat panggilan;
l. surat pernyataan l. nota dinas;
melaksanakan m. pengumuman;
tugas; n. radiogram,;
m. surat panggilan; o. berita acara;
n. nota dinas; p. laporan;
o. disposisi; q. piagam;
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p. telaahan staf;

q. pengumuman;

r. laporan;

s. rekomendasi;

t. surat pengantar;
u. lembaran daerah;

v. berita daerah;

w. berita acara;

X. notula;

y. memo;

z. daftar hadir; dan

aa. sertifikat.

r. sertifikat; dan
s. surat tanda tamat
pendidikan dan

pelatihan.

ATAS NAMA SEKRETARIS

JABATAN DALAM JABATAN
DAERAH
ASISTEN a. nota dinas; a. surat dinas;
b. disposisi; b. surat keterangan;
c. telaahan staf; c. surat perintah;
d. laporan; d. surat tugas;
e. surat pengantar; e. surat perjalanan dinas;
f. notula; dan f. surat undangan;
g. memo. g. surat panggilan;
h. nota dinas;
i. laporan;
j. surat pengantar; dan
k. daftar hadir.
JABATAN DALAM JABATAN KETERANGAN
STAF AHLI a. telaahan staf; Staf Ahli menandatangani

b. laporan; dan

c. nota dinas.

Naskah Dinas dalam
bentuk surat tanpa kop dan

stempel.
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ATAS NAMA
JABATAN | DALAM JABATAN KETERANGAN
BUPATI
KEPALA a. keputusan; . surat edaran; Penandatanganan
PERANGKAT | b. surat dinas; . surat dinas; Naskah Dinas
DAERAH c. surat c. surat oleh Kepala
keterangan,; keterangan,; Perangkat Daerah
d. surat . surat atas nama Bupati
perintah; perintah: berupa surat
e. surat izin; . surat edaran hanya
surat undangan; terkait
perjanjian; sertifikat; dan pengaturan teknis
g. surat tugas; . pengumuman. operasional
h. surat substansi
perjalanan instansi.
dinas; Untuk Sekretariat

i. surat kuasa;

j.- surat
undangan,;

k. surat
pernyataan
melaksanakan
tugas;

l. surat
panggilan;

m. surat

pengantar;

nota dinas;
disposisi;
telaahan staf;

pengumuman;

e T 0B

laporan;
notula;
rekomendasi;
berita acara;
memo;

. daftar

g = g T2

hadir;
dan

x. sertifikat.

DPRD dapat
menandatangani
semua naskah
dinas sesuai
dengan
kewenangan

Kepala Perangkat

Daerah kecuali
sertifikat.
Khusus untuk

Kepala Perangkat

Daerah yang
membidangi
urusan
Pendidikan dan
pelatihan juga
dapat
menandatangani
radiogram,
piagam, surat
tanda tamat

pendidikan  dan
pelatihan.
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JABATAN

DALAM JABATAN

ATAS NAMA SEKRETARIS

KEPALA BAGIAN

PADA SEKRETARIAT

DAERAH

o P

o o

> @ oo

keputusan;

surat dinas;
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;

surat perjanjian;
surat tugas;
surat perjalanan
dinas;

surat kuasa;
surat undangan;
surat pengantar;
surat pernyataan
melaksanakan

tugas;

m. notula;

B

o

SIS

@

u.

V.

Ww.

X.

surat panggilan;
nota dinas;
disposisi;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
berita acara;
memo;

daftar hadir; dan
sertifikat.

DAERAH
a. surat dinas;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat undangan;
e. sertifikat; dan
f. pengumuman.
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JABATAN

DALAM JABATAN

ATAS NAMA KEPALA
PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS

PERANGKAT DAERAH |b.

a. surat dinas;

surat keterangan;

c. surat perintah;
d. surat kuasa;

e. surat undangan;
f. nota dinas;

g. disposisi;

h. telaahan staf;

e

laporan;
memo; dan

k. daftar hadir.

—.

surat dinas;

o P

surat keterangan;

surat perintah;

oo

surat undangan;

nota dinas;

.0

laporan; dan

g. daftar hadir.

DALAM ATAS NAMA KEPALA KETERANGAN
JABATAN
JABATAN PERANGKAT DAERAH
KEPALA |a. surat a. surat dinas; Penandatanganan
BIDANG perintah; b. surat keterangan; surat dinas untuk
b. nota dinas; c. surat perintah; komunikasi
c. lembar d. nota dinas; dan eksternal
disposisi; e. daftar hadir. diutamakan untuk

dilakukan oleh

d. telaahan staf;
e. laporan; dan

f. daftar hadir.

Sekretaris

Perangkat Daerah.

DALAM JABATAN

ATAS NAMA KEPALA

DINAS/BADAN

JABATAN

KEPALA UNIT |a.
PELAKSANA |b.
TEKNIS DINAS |c.
d.

e.

f.

g.

h

keputusan; a.
surat dinas; b.
surat perintah; C.
surat tugas; d.
surat perjalanan dinas; e.
surat kuasa; f.

surat undangan;

. surat pernyataan

melaksanakan tugas;
surat panggilan;

nota dinas;

surat dinas;
surat keterangan;
surat perintah;
nota dinas;

berita acara; dan

daftar hadir.
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k. disposisi;

L.

m. pengumuman;

n. laporan;

O.

p
q.
r

. berita acara;

telaahan staf;

rekomendasi;

memo; dan

daftar hadir.

JABATAN

DALAM JABATAN

PANEWU

o P

—.

a o

5 o

[y
.

keputusan;

surat dinas;
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;

surat perjanjian;

surat tugas;

. surat perjalanan dinas;

surat kuasa;

surat undangan,;

k. surat pernyataan melaksanakan tugas;

ju—
.

T 8e v oo BB

®

surat panggilan;
. nota dinas;
disposisi;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
berita acara;

memo; dan

. daftar hadir.
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JABATAN

DALAM JABATAN

ATAS NAMA KEPALA
BAGIAN/BIDANG

KEPALA
SUBBAGIAN/KEPALA
SUBBIDANG/KEPALA

SEKSI

a. nota dinas; a. surat perintah;

b. telaahan staf; dan |b. nota dinas; dan

c. laporan. c. daftar hadir.

JABATAN

DALAM JABATAN ATAS NAMA PANEWU

LURAH

a.

o

a0

50 0

[y
.

—.

k. nota dinas;

—
.

58 v oo B3

»

. surat kuasa;

. telaahan staf;

keputusan; a. surat dinas;

surat dinas; b. surat keterangan;
surat keterangan; |c. surat perintah;

surat perintah; d. surat undangan; dan
surat izin; e. surat panggilan.
surat pengantar;

surat tugas;

surat undangan,;

surat panggilan;

disposisi;

pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
berita acara;
notula;

memo; dan

daftar hadir.

JABATAN

DALAM JABATAN

PELAKSANA

a. nota dinas;
b. telaahan staf; dan

c. laporan.
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2. Pelimpahan Kewenangan
a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang

menandatangani surat/dokumen melimpahkan wewenangnya kepada

pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1) pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk
Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali Naskah Dinas yang
sifatnya administrasi,

2) materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan
tanggungjawab pejabat yang melimpahkan; dan

3) tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas
berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:
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KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal

Nomor et
Sifat s
Lampiran : ...cccceveviieiieiinennnnn..
Hal : Undangan
Yth. o
di
hari/tanggal ..o e
waktu PP
tempat L e ettt
acara e
a.n. Sekretaris Daerah,
Kepala Perangkat Daerah/
Kepala Unit Kerja,
Nama Lengkap
Pangkat/Golongan
NIP.
Tembusan:

Sekretaris Daerah
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b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa
memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk
beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.).
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk
beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya.
Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1) pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat

struktural di bawahnya;

Pelimpahan

2) materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
3) dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat

pengganti; dan

4) tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh:

a.n. Bupati Kulon Progo
Sekretaris Daerah,

u.b.
Kepala Bagian Organisasi,
(tanda tangan)
Nama Lengkap

Pangkat/Golongan
NIP.

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
1) Plt. Bupati

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatangan Naskah Dinas.

Plt. Bupati Kulon Progo,

(tanda tangan)

Nama Lengkap

2) PIt. Jabatan Struktural
Plt. jabatan struktural memiliki

kewenangan penandatanganan

Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab
atas Naskah Dinas yang ditandatangani olehnya.
Contoh sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Plt. Asisten Administrasi Umum,
(tanda tangan)
Nama Lengkap

Pangkat/Golongan
NIP.
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d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)
1) Plh. Bupati
Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah
Dinas.

Plh. Bupati Kulon Progo,
(tanda tangan)

Nama Lengkap

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan
Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat
definitif, bersifat rutinitas dan tidak bersifat kebijakan yang bersifat
strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek
organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah
Dinas.

Plh. Kepala Dinas Perhubungan,
(tanda tangan)
Nama Lengkap

Pangkat/Golongan
NIP.

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)
Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Pj. Bupati Kulon Progo,

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Contoh  penulisan  sebutan Pj. Sekretaris Daerah  dalam
penandatanganan Naskah Dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Nama Lengkap
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f. Penggunaan Penjabat Sementara
Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan Naskah Dinas

Pjs. Bupati Kulon Progo,

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Wates, 28 November 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN
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